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BAB V 
PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Setelah penulis melakukan analisis mengenai tinjauan hukum Islam 

terhadap penetapan No.203/Pdt.P/2023/Pa.SJJ, penulis memperoleh 

beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut: 

1. Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Pengadilan 

Agama No. 203/Pdt.P/2023/PA.SJJ, penulis menyimpulkan bahwa 

Dalam hal ini dapat penulis pahami bahwa seorang hakim meyakini 

bahwa Undang-Undang menghindari adanya pernikahan dini, namun 

faktanya keadaan yang terjadi dalam masyarakat kadangkala seperti 

karena, tidak sekolah, atau sekolah hanya tamat SD/SMP. Keadaan yang 

seperti ini yang menyemarakkan pernikahan dini. Dilemanya Undang-

Undang tidak membolehkan pernikahan dini, namun setelah itu muncul 

adanya dispensasi kawin, jika anak yang dimintakan dispensasi kawin 

tidak dinikahkan maka akan muncul masalah baru. Dispensasi kawin ini 

dikabulkan diantaranya karena calon suami anak pemohon sudah 

bekerja atau adanya kesanggupan pihak keluarga terutama keluarga 

laki-laki untuk menjamin ekonomi mereka. Jika hakim menolak 

dispensasi kawin maka terjadi hubungan seksual di luar nikah.  

2. Analisis yuridis terhadap penetapan Pengadilan Agama No. 

203/Pdt.P/2023/PA.SJJ, penulis dapat menyimpulkan bahwa penetapan 

ini selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam menjaga agama 

dan kehormatan, tetapi kurang sepenuhnya sejalan dengan hukum 

positif yang mengutamakan perlindungan anak dari risiko perkawinan 

usia dini. Dari sini penulis menyimpulkan bahwa putusan hakim dengan 

mengabulkan permohonan dispensasi kawin ini sudah sesuai dalam 

ketentuan hukum Islam. Dalam hal mengenai penggunaan kaidah fikih 

seperti kaidah Dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil masalih sudah 

tepat dan patut digunakan walaupun pernikahan dini menimbulkan 

resiko yang lain. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap 

dispensasi kawin berdasarkan penetapan tersebut penulis menyarankan hal-

hal sebagai berikut: 

1. Penulis menyarankan agar Hakim perlu menilai secara mendalam alasan 

permohonan, termasuk kesiapan calon mempelai dari aspek usia, 

psikologis, pendidikan, dan ekonomi, agar pemberian dispensasi benar-

benar dilakukan dalam keadaan mendesak dan tidak menjadi celah 

pembenaran praktik perkawinan anak secara luas. Selain itu, pemerintah 

dan lembaga terkait perlu memperkuat edukasi mengenai bahaya 

perkawinan usia anak serta menyediakan akses pendidikan dan 

pemberdayaan ekonomi yang lebih baik bagi remaja, khususnya di 

daerah dengan angka perkawinan dini yang tinggi. Hal ini dapat menjadi 

solusi jangka panjang agar dispensasi kawin hanya menjadi 

pengecualian, bukan jalan pintas yang umum diambil masyarakat. Orang 

tua juga diharapkan lebih mengutamakan pembinaan moral, pendidikan 

agama, dan perlindungan terhadap anak sebelum mengambil langkah 

mengajukan dispensasi kawin. Dengan begitu, keputusan menikahkan 

anak tidak semata karena tekanan sosial atau faktor ekonomi, tetapi 

benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan terbaik bagi anak di 

masa depan. 

2. Penulis menyarankan agar hakim tetap menerapkan kaidah fikih sebagai 

pertimbangan hukum dalam perkara dispensasi kawin, namun harus 

tetap memperhatikan ketentuan hukum positif terkait perlindungan 

anak. Pendekatan ini akan memastikan bahwa putusan tidak hanya 

sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga mempertimbangkan hak anak 

atas pendidikan, kesehatan, dan perkembangan psikologis yang optimal. 
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